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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/89) /DPMPTSP/ IX /2021
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) IT AL-HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : 3.

Mengingat : 1

KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari  Saudara Yati Sri Hendrayati, S.Pd.1
tanggal 24 Oktober 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/3152-Disdik tanggal 22 September 2021 Taman Kanak
- Kanak (TK) IT AL-HIDAYAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak (TK);

bahwa berdasarkan perti nt:ar?an setﬁaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
m’m Nomor 2 hun sistem Pendidikan Nasional dq:andang peﬂu

raan Perthd:kan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanatli(an (TK) IT

Terpadu Salu Pintu Kabupaten I‘-*Iajaﬁmﬂ.|

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
w&m Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

s ﬁaﬂunlﬂmmmm%?wwm

dengan mengu Undang—Undang Nomor ahun tentang
Pem Daerah—Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
2351) Repoblik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 1embaran Negara Republik Indoresia Nomor

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
4300) Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang—-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor ), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005
Ti Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 71
T Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara ik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara R@Hkhﬂﬂmﬂoﬂmﬂm

Perativan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
.Nagam Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 T Lembaran Negara Republik Indonesia

)i

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

WMTMMWQITM ran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010tu'hrﬂPe|£1mhandm Penyelenggaraan Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara 0 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemernintah lhrrn'ﬁmrm Zﬂlﬂmmubamnmwmah Nomor 17
Tahun 2010 raan idikan (Lembaran Negara

: Pengelolaan dan
Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan n Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 58 Tah
pendidikan Usia Dini Republik un 2009 Tentang Standar

Peraturan Menteri Pendidilan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 T

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 87
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ) (




11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan

DMgt_arah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
jalengka.

13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan

NMgn Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Menetapkan - MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usaia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak- Kanak (TK) : IT AL-HIDAYAH
Alamat » Dusun Gunungseureuh RT 002 RW 007 Desa
Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten

Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka;

4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab
Yayasan/Penyelenggara

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan
| dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan
raan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-

kanak (TK) akan dicabut

KETIGA . Dengan berlakunya Keputusan ini, sekaligus mencabut Keputusan Nomor 254 Tahun 2016 Tanggal
16 November 2016

mxr + Keputusan ini Berlaku '_3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
= kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau
~ perubahan sebagaimana mestinya. -~ |

Ditetapkandi  : Majalengka
- Pada tanggal : 2D September 2021
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LEMAHSUGIH

KANTOR KEPALA DESA SINARGALIH

Alamat: JI. Raya Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugin

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINARGALIH
NOMOR: ©o& [Pemdes/lll/2015

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK IT AL HIDAYAH

KEPALA DESA SINARGALIH

Menimbang . 1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur aparat desa,
tokoh masyarakat, BPD, dan LPM Desa Sinargalih dan
Penilik PAUD Kecamatan lemahsugih pada tanggal 15
Mei 2015 telah memutuskan untuk menetapkan Pendirian
Taman Kanak kanak IT AL HIDAYAH Gunungseureuh

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Derah Kabupaten Lingkungan Jawa Barat
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930)
2. Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesi Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang
pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28
Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaga
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri
D)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29
Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaga Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 seri D)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Rencana Strategi Daerah
(RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 -
| 2008 (Lembaga Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
| 2004 Nomor 32 seri D)

Memutuskan : Memutuskan perlunya pendirian Taman Kanak-kanak IT
AL HIDAYAH yang terletak di Dusun Gunungseureuh
Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten
Majalengka
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Menetapkan pendirian Taman Kanak kanak IT AL
HIDAYAH Dusun Gunungseureuh Desa Sinargalih
Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada
tanggal 15 Mei Tahun 2015

Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkannya
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dan atau kesalahan, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di . Sinargalih
Pada Tapgge : 15 Mei 2015
epaia e EI Sinargalih
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